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1. Pendahuluan

Kondisi pasca bencana adalah keadaan suatu wilayah dalam
proses pemulihan setelah terjadinya bencana. Pada kondisi in1 dipela-
jart langkah apa yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait dalam hal
upaya untuk mengembalikan tatanan masyarakat seperti semula
sebelum terjadinya bencana. Beberapa hal yang dipelajari dalam
kondisi pasca bencana ini adalah kecepatan dan ketepatan terutama
dalam hal: (i) penanganan korban (pengungsi); (ii) lvelybood recovery,
(iif) pembangunan infrastruktur; (iv) konseling trauma; (v) tindakan-
tindakan preventif ke depan; (vi) organisasi kelembagaan; (viii)
stakeholders yang terlibat dalam kegiatan pemulihan sosial ekonomi,
termasuk didalamnya adalah pelaksanaan program pendampingan dan
atau pembinaannya dalam upaya meningkatkan ‘kebangkitan’ dan atau
daya lenting sosial ekonomi masyarakat yang telah terdampak bencana
Adapun dalam upaya mereduksi sejumlah permasalahan pengurangan
risiko bencana tersebut, maka dalam dokumen RPJMN 2015 — 2019
dinyatakan bahwa sasaran yang dicapai dalam penanggulangan
bencana adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat
pertumbuhan yang berisiko tinggi sedangkan arah kebijakannya adalah
menurunkan risiko bencana dan meningkatkan kapasitas pemerintah,
pemda dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 57 UU /24/2007 bahwa
penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana
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meliputi program rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya dalam
Pasal 58 dan 59 (UU 24/2007) dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan
program rehabilitasi salah satunya adalah kegiatan pemulihan sosial
ekonomi budaya sedangkan dalam rekontruksi disebutkan kegiatan
peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Dalam Perka BNPB
17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi &
Rekonstruksi pada Pasal 3 dinyatakan bahwa untuk aspek ekonomi,
antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya yang di
dalamnya terdapat kegiatan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan
budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian,
perdagangan, industri, parawisata dan perbankan. Sedangkan untuk
aspek sosial antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan
budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan
hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali
kehidupan sosial budaya masyarakat.

Merujuk UU No 24 Tahun 2007, ada hal penting yang perlu
dipertimbangkan dalam upaya mencegah, atau mengurang resiko
timbulnya bencana, yaitu penetapan kebjjakan pembangunan yang
berisiko menimbulkan bencana. Pelaksanaan kegiatan pendampingan
sosial ekonomi dan pembinaan setelah kegiatan pendampingan sedang
dan telah dilakukan sampai dengan saat ini, khususnya pada lingkup
tugas Direktorat Pemulihan Sosial Ekonomi - BNPB. Adapun salah
satu program ketangguhan yang di-inisiasi oleh BNPB dan sudah
cukup populer dalam beberapa kurun waktu terakhir adalah Desa
Tangguh Bencana (DESTANA). Ke depan harapan besarnya adalah
program-program yang dirancang untuk memberdayakan komunitas /
warga terdampak dapat terintegrasi dengan dinamis serta dapat
mereduksi overlapping program sehingga capaian kinerjanya secara
substantif dapat lebih optimal.

Adapun sejumlah fakta dan permasalahan yang dijumpai dalam
pelaksanaan kegiatan pendampingan sosial ekonomi yang sedang dan
telah dilakukan, antara lain(1) secara filosofis dan konseptual
hakikatnya makna sosial ekonomi adalah ‘integrated” sehingga secara
normatif dan praktek tidak perlu dipisahkan, namun dalam pelaksana-
annnya, kegiatan pendampingan sosial dan pendampingan ekonomi
dilakukan secara terpisah; (11) upaya mewujudkan ketangguhan komu-
nitas melalui program Desa Tangguh Bencana perlu mendapatkan
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dukungan dari berbagai pihak, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan
pendampingan sosial dan ekonomi yang telah dilakukan ‘belum
sepenuhnya’ bersinergi dengan Progam Desa Tangguh Bencana,
sehingga dalam hal ini diperlukan formulasi strategi sinergitas ke;g;latﬂn
pemulihan sosial ekonomi dengan Program Desa Tangguh Bencana;
(iif) sampai saat ini belum ditemukan ‘kekhasan’ dalam pendampingan
dan pembinaan kelompok sasaran / masyarakat terdampak bencana
sehingga dalam implementasinya, program pendampingan ekonomi
yang dilakukan “‘identik® dengan program pendampingan yang
dilakukan oleh instansi dan pihak lainnya. Selanjutnya, (iv) dalam
upaya meningkatkan keberlajutan program dengan melibatkan pihak
lain, khususnya dunia usaha pada tingkat lokal masih belum dilakukan
dengan lebih optimal, sedangkan upaya melibatkan OPD (Organisasi
Perangkat Daerah} sudah dilakukan akan tetapi beresiko terhadap
‘duplikasi program’ oleh karena boleh jadi OPD yang ada di level
pemerintah kabupaten/ kota mempunyai program yang lebih kurang
sama; (v) pelibatan kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas
untuk ikut melakukan program pendampingan dan kemitraan secara
berkelanjutan, khususnya perguruan tinggi / universitas di tingkat
lokal (kabupaten / provinsi) masih belum dilakukan yang boleh jadi
dapat berpengaruh pada keberlanjutan program; (vi) penyusunan
database berbasis information technology (IT) serta upaya networking
berbasis database tersebut dengan lembaga atau kementerian lainnya
terkait dengan kelompok binaan / sasaran yang telah dihasilkan oleh
program pendampingan dan pembinaan masih pada tahap inisiasi
awal dan diperlukan pengembangan formulasi model yang lebih
kreatif dan inovatif; serta (vii) tata kelola program / kegiatan
pendampingan yang masih perlu dikembangkan agar dapat lebih
mendorong akuntabilitas pelaksanaan program serta keberlanjutan
(sustainability) dan sinergitas dengan Program Desa Tangguh Bencana.
Kota batu merupakan salah satu wilayah yang memiliki dataran
tingel yang ada di Jawa Timur. Kota batu memiliki luas wilayah
19.908,72 Ha yang terbagi menjadi 3 kecamatan yakni Bumiaji, Batu
dan Junrejo. Kota Batu yang terletak 800 meter diatas permukaan air
laut, memiliki 3 (tiga) buah gunung yang telah dikenal dan telah diakw
secara nasional. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Panderman
(2010 m), Gunung Welirang (3156 m), Gunung Arjuno (3339 m) dan
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masth banyak lagi lainnya. Dengan kondisi topografi pegunungan dan
perbukitan tersebut menjadikan kota Batu terkenal sebagai daerah
dingin. Temperatur rata-rata kota Batu 215°C, dengan temperatur
tertinggi 27,2°C dan terendah 14,9°C.Rata-rata kelembaban udara 86'
% dan kecepatan angin 10,73 km/jam. Curah hujan tertinggi di
kecamatan Bumiaji sebesar 2471 mm dan hari hujan 134 hari. Data-
data diatas menunjukkan bahwa Kota Batu adalah salah satu destinasi
wisata yang rawan bencana, khususnya bencana banjir dan banjir
bandang serta tanah longsor. Salah satu bencana banjir yang terjadi
pada akhir tahun 2021 adalah banjir bandang di Desa Sumber Brantas
dan Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur,
pada Kamis 4 November 2021, bencana tersebut tidak hanya merusak
bangunan tetapi juga merenggut korban jiwa. Tersaji data dan fakta
kejadian banjir bandang di Kota Batu, sebagaimana terlihat pada
gambar.1.
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Gambar 1. Data dan fakta kejadian banjir handag di Kota Batu
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2. Kajian Teori
2.1 Kebijakan pemulihan sosek: tinjauan dari perspektif
empowerment

Merujuk pada Perka BNPB 11/ 2008 Tentang Pedoman
Rehabilitasi & Rekonstruksi, pada Huruf G, yang dimaksud dengan
pemulihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk memfungsikan
kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat di daerah bencana. Secara konseptual, pemberdayaan atau
pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata “power” (kekuasaan atau
keberdayaan). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep
mengenal  kekuasaan. Kekuasaan seringkali di  kaitkan dengan
kemampuan membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya,
terlepas dari keinginan dan minatnya yang berkaitan dengan pengaruh
dan kontrol (Suharto, 2005).

Selanjutnya, rujukan utama Program Pemulihan Sosial Ekonomi
Budaya didasarkan atas UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggu-
langan Bencana, khususnya pada pasal 58 hurut g tentang Pemulihan
Sosial Ekonomi Budaya dan pasal 59 hurut f tentang Peningkatan
Kondisi Sosial, Ekonomi & Budaya. Selain itu juga dapat merujuk
pada PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penaggu-
langan Bencana, pada Pasal 56 dan Pasal 71. Terkait program
Pemulihan dimaksud, pedoman pelaksanaannya dapat merujuk pada
Perka BNPB 11/ 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi & Rekons-
truksi, pada Huruf G, Adapun indikator Pemulihan Sosial Ekonomi
Budaya dengan cakupan kegiatan seperti pada tabel.1.

PERSEMBAHAN UNITOMO UNTUK NEGERI 177




Tabel.1 Indikator Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya
ASPEK INDIKATOR CAPAIAN

= Terselengggaranya kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
Sosial = Berfungsinya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

= Meningkatnya jumlah peserta kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

= Terselenggaranya kegiatan produksi dan distribusi barang-barang bemnilai
ekonomi baik perorangan maupun lembaga.

= Terselenggaranya transaksi ekonomi baik di pasar maupun di luar pasar baik
perarangan maupun lembaga.

= Meningkatnya jumlah produksi dan distribusi barang-barang bernilai ekonomi
baik perorangan maupun lembaga.

= Meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan atau lembaga ekonomi yang
terlibat dalam kegiatan produksi dan distribusi barang-barang ekonomi.

Ekonomi

= Terselenggaranya kegiatan budaya misalnya: kesenian dan upacara adat.
Budaya = Meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan lembaga budaya yang terlibat
dalam kegiatan budaya.

3. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai sejumlah indikator Pemulihan Sosial Ekonomi
Budaya, maka perencanaan dan persyaratan teknis program / kegiatan
Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya adalah sebagai berikut : (a)
Setiap kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana
dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis
rinci pemulihan sosial, ekonomi dan budaya yang setidak-tidaknya
mencakup aspek-aspek : (1) kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan
budaya yang menjadi sasaran; (i) permasalahan yang dihadapi; (iii)
sumberdaya yang tersedia; (iv) skenario, mekanisme dan teknis
pelaksanaanya; (v) rencana pembiayaan; dan (vi) penyelenggara; (b)
Penyusunan rencana teknis pemulihan sosial, ekonomi dan budaya
dilakukan oleh BPBD dibantu oleh lembaga/dinas/ instansi yang
relevan; dan (c) Mekanisme dan teknis pelaksanaan pemulihan sosial,
ckonomi dan budaya harus mempertimbangkan karakter, kondisi dasn
situasi masyarakat yang menjadi korban bencana serta mengacu pada
ketentuan-ketentuan lain yang relevan dan telah ditetapkan oleh
dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan dan organisasi Program
Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya, maka hal-hal yang perlu
diperhatikan adalah : (a) program pemulihan sosial, ekonomi dan
budaya dilaksanakan oleh BPBD dibantu lembaga/dinas/instansi
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terkait; (b) kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan
melalui : (1) layanan advokasi dan konseling; (i) bantuan stimulan
aktivitas ekonomi; dan (i) pelatihan; (c) dalam hal program
pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan di wilayah yang
meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten /Kota, koordinasi dilakukan
oleh BPBD dan Pemerintah Provinsi dan atau BNPB; (d) dalam hal
program pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan di wilayah
yang meliputi lebih dari satu daerah provinsi, koordinasi dilakukan
BNPB; dan (e) kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya
dilaksanakan dengan menjunjung rasa keadilan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mening-
katkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi
sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemis-
kinan dan keterbelakanan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah
memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam upaya member-
dayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi (Kartasasmita, 1997),
yaitu : Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini ttik tolaknya
adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki
potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang
sama sekali tanpa daya, karena jika demikian mereka sudah punah.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat
(empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih
positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini
meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai
masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang
(opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (profecting).

Dengan demikian, program pemulihan sosial ekonomi tidak
berpola ‘dependency creating’ akan tetapi bercorak ‘emponering’ yang
lebih menekankan pada proses pembelajarannya serta pelibatan secara
intensit komunitas dalam kegiatan pembelajaran dan atau pember-
dayaan yang akan dilakukan. Adapun perbedaan antara dependency
creatig dan empowerng (Moeljarto, 1996) dapat dilihat pada matriks
tabel 2.

—_
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Tabel.2 Perbedaan antara dependency creating dan empowering

Empowering

Dependency Creating

Prakarasa

Di Desa

Di lbukota

Desain Program

Femecahan Masalah

Rencana Formal

Berkesinambungan

Teknologi Pengelolaan Lokal Statis. Dominasi Pakar
Sumber Utama Asli-llmiah limiah

Organisasi Lokal Pusat

Pendukung Diterima Diabaikan

Pertumbuhan Dibina Dari Bawah Dibina Dari Atas

Pembinaan Tahap demi Tahap Cepat-Mekanistik

Dicrganisir Tim Interdisipliner Technical Spesialis

Evaluasi Oleh Din Sendin dan Eksternal dan Impact Oriented

Kepemimpinan

Kuat Berlanjut dan Individual

Terbatas Berganti dan Positicnal

Analisis Sosial

Untuk Definisi Masalah dan
Perbaikan Program

Untuk Membenarkan Rencana &
Memenuhi Persyaratan Evaluasi

Fokus Manajemen

Kelangsungan Berfungsinya

Selesainya Proyek Pada Waktu yang

Sistemn & Kelembagaan Ditentukan

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Rekomendasi kebijakan

Bahwa pada dasarnya kegiatan pemulihan sosial ekonomi pada
tahap pasca adalah merupakan proses pemberdayaan masyarakat
(empowerment) yang berupaya menumbuhkan dan atau mengem-
bangkan potensi komunitas/warga terdampak berdasarkan isu-isu dan
konteks lokal (local issues & local context) yang tujuan akhimya bukan
semata-mata untuk kebangkitan social ekonomi pada skala lokal akan
tetapi di dalamya termasuk meningkatkan ketangguhan komunitas
lokal dalam menghadapi bencana. Dan komunitas bisa dinyatakan
‘tangguh’ dalam menghadapi bencana pada dasarnya merujuk pada
dua kata kunci, yakni ‘selamat’ dan ‘bangkit kembal’. Maknanya
adalah bahwa ketika seseorang dan atau komunitas berada di wilayah
terdampak bencana, maka mereka mampu ‘secara minimal’ meren-
canakan, mengorganisasi dan menerapkan tahapan penyelamatan
paling tidak untuk diri dan atau komunitasnya agar dapat terhindar
dari bencana yang terjadi serta mampu bangkit kembali dari
keterpurukan akibat bencana baik secara mental/spiritual (dalam
domain ilahiyah) maupun dalam domain non-ilahiyah
termasuk aspek social ekonomi).

(material
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Dalam pelaksanaannya direkomendasikan agar sesuai dengan
prinsip-prinsip pendampingan dan pekerjaan sosial, yang terdir1 dari 3
(tiga) unsur atau 3P, yakni pemungkin (enabling), pendukung (support-
ing), dan pelindung (protecting).

5. Kesimpulan

Merujuk pada prinsip-prinsip strategi pemberdayan masyarakat,
maka dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pemulihan
sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan ketangguhan komunitas
dan atau warga terdampak dalam masa pasca bencana, diusulkan pola
monitoring dan evalualuasinya bertumpu pada prinsip-prinsip pem-
berdayaan masyarakat dan atau memperhatikan unsur-unsur pem-
berdayaan, sebagaimana terlihat pada tabel.3 dibawah ini :

Tabel 3. Kisi-kisi model alternatif implementasi kebijakan pemulihan
sosial ekonomi berbasis kemitraan & empowerment

Local Issues Local Local Accountability
Autonomy
- Upaya - Pelibatan - Melakukan kajian
membangun kepemimpinan evaluatf rerhadap
rappont’ pada tingkat implementasi
dengan komunitas / program-program
komunitas lokal pemberdayaan
dengan khususnya yag yang pernah
mempelajari terkait dengan diperoleh,
Enabling profil dan model / pola khususnya yang
(menciptakan atau pengambilan berhubungan
suasana atau karakter keputusan yang dengan upaya-
iklim yang komunitas; selama ini upaya yang sedang
memungkinkan |-  Pelaksanaan sudah dan telah
potens assessment | dijalankan; dilakukan untuk
masyarakat social mapping |- Untuk keberlanjutan
berkembang) pada identifikasi program
komunitas kemampuan Kajian evaluatif
untuk institusi / terhadap kendala-
menggali lembaga di kendala yang
beragam tingkat lokal dihadapi
informasi dalam komunitas dalam
dan potensi mengelola melakukan
terkait program secara pengembanpan
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kepiatan otonom program yang

sosial sekaligus pola sudah pernah

ekonomi pengambilan dilaksanakan

komunitas / keputusannya khususnya yang

warga terkait dengan

terdampak penempatan posisi

(sebelum komunitas sebagai

dan sesudah ‘subyek atau obyek

kejadian) dalam program

tersebut.

Mermimus- Melakukan Penguatan

kan kegiatan terhadap

rancangan pembekalan / representasi

dan pelatihan elemen komunitas

pelaksanaan sekaligus dalam lingkup

model penguatan kepemimpinan

kegiatan yang dilakukan formal maupun

pembelajar- untuk institusi- non formal terkait

an yang institusi lokal dengan

sesual agar dapat akuntabilitas

dengan mengelola program yang

darresment program secara akan beralih

atau social mandiri. menjadi tanggung

mapping yang Termasuk jawab masyarakat
Empowering telah pelibatan dunia / komunitas dalam
(memperkuat dilakukan usaha dan upaya
potensi  atau dengan lembaga pengembangan
daya yang mengedepa- perguruan dan keberlanjutan
dimiliki kan prinsip tingpi setempat program yang
masyarakat) pembelajar- perlu dilakukan berpijak pada

an yang untuk swadaya

dapat mendorong komunitas,

mendnrcmg penguatan tata

tumbuhnya kelola dalam

proses skala lokal.

pembelajar-

an sosial

bagi

komunitas

leakeal.

Sekaligus

melakukan

evaluasi

harian untuk
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tindak lanjut

model

pembelajar-

an

berikutnya.

Mendorong |- Mendorong Mendorong upaya

dan institusi lokal terselengparanya

menumbuh- dalam akuntabilitas

kan potensi- merumuskan program baik

potensi lokal ‘rule of gane’ secara transparan

untuk dapat terkait dan partspatif,
Protecting melakukan pengelolaan antara lain dengan
(melindungi monitoring program agar membuka saluran
dan mencegah dan evaluasi hasilnya dapat pengaduan yang
eksploitasi program dipastikan dapat diakses
yang kuat atas secara bermanfaat dengan mudah
yang lemah mandiri bagi seluruh oleh warga ketika
untuk serta elemen ditermu kan
keberlanjutan mengem- komunitas dan kesalahan atau
program) bangkan bukan pada penyimpangan

instrumen kelompok / dalam

yang sesuai golongan implementasi

dengan isu- tertentu. program.

Isu program

pada tingkat

lokal.
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